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Abstrak
Perubahan pada era revolusi industri 4.0 mendasari sektor publik untuk berperan dalam menyederhanakan sistem informasi guna meningkatkan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintah pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintah diawasi oleh lembaga pengawasan yakni Inspektorat Jenderal, yang berpusat secara hierarki melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Sementara, pada pemerintah daerah diawasi oleh Inspektorat Provinsi yang bertanggungjawab melaporkan kepada Gubernur. Mendukung revolusi industry 4.0 Inspektorat Jenderal Kemendagri, telah membangun sistem informasi pengawasan di situs lhp.sistemdatabase.online. Pembangunan sistem yang sudah berjalan dari tahun 2018 hingga 2019 akan tetapi, mengalami permasalahan dan memerlukan desain untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan. Serta sinkronisasi data antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang dimaksud adalah data temuan hasil pengawasan Inspektorat Kemendagri dan penyelesaian temuan tersebut. Penyelesaian dimaksudkan menjalani fungsi Inspektorat Kemendagri sebagai konsultan. Dan penelitian dilakukan guna menganalisis permasalahan yang terjadi guna perbaikan sistem informasi pengawasan yang lebih sederhana. Tujuannya, mendapatkan data tunggal yang dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan post postivsm dengan teori komunikasi pemerintahan. Data dilengkapi melalui wawancara secara mendalam guna perbaikan sistem dan membentuk desain baru pada sistem informasi pengawasan.
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Abstract
Changes in the industrial revolution era 4.0 underpinned the public sector to involve in simplifying information systems to improve efficiency in the administration of central and regional governments. The administration of the government is overseen by a supervisory agency, the Inspectorate General, which is centered on the hierarchy of reporting the results by supervision to the Ministry of Homr Affairs and the President. Meanwhile, the regional government is overseen by the Provincial Inspectorate responsible for the Governor. In connection with the industrial revolution 4.0 the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs, has built a surveillance information system open access lhp.sistemdatabase.online website. The system development that has been running from 2018 to 2019 however, will be approved and approved for approval. Send data between the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs and regional Inspectorates both provincial and district / city. The approved data are the findings of the Ministry of Home Affairs' supervision results and the findings of the cases. Completion of approval for improvement of the Ministry of Home Affairs Inspectorate function as a consultant. And research is conducted to analyze what is happening in order to improve a simpler surveillance information system. The goal is to get a single data coordinated between the central and regional governments. The study was conducted using post-postvsm with government communication theory. Data is completed through interviews about system improvements and making new designs on surveillance information systems.
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1. PENDAHULUAN
Pemerintah pusat sebagai penyelenggara pemerintah dapat mendukung perhatian penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk komunikasi pengawasan pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Bentuk komunikasi publik Ruijer, 2016 mengungkapkan bahwa dalam urusan komunikasi sektor publik, menghabiskan banyak uang dan waktu antar organisasi dan pemangku kepentingan publik. Sehingga penyelenggaran pemerintah dalam suatu Negara memerlukan pengawasan secara efektif agar tidak menyimpang dari tujuan Negara. Kemajuan revolusi industri 4.0 berpengaruh pada sektor publik termasuk didalamnya adalah sistem pengawasan. Penerapannya, pemerintah daerah diawasi oleh satu lembaga pengawasan internal yang melakukan pemeriksaan yakni Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Fungsi ini dilaksanakan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). 
Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Dalam hal ini fungsi Inspektorat dapat mengubah paradigma lama menjadi consulting, assurance dan anti corruption. Terjemah dari ketiga fungsi tersebut dimaksudkan pengawasan oleh APIP beperan sebagai konsultan dan juga sebagai assurance sehingga memberikan petunjuk bagi obrik pengawasan untuk melaksanakan anti corruption. Ketiga fungsi pengawasan yang dilaksanakan harus berjalan secara efektif dan efesien.
 Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan dapat melakukan efesien dan efesiensi adalah pengawasan yang dapat menerima permintaan customer sebagai konsultan pengawasan secara transparansi. Salah satu bentuk pemberian informasi pengawasan ialah sistem informasi pengawasan yang telah dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sistem yang secara top-down dapat diakses oleh seluruh Inspektorat Provinsi. Pembangunan sistem informasi pengawasan diawali oleh dua hal yakni; pertama, arahan Presiden tahun 2014-2019 yang menyebutkan ASN dapat memanfaatkan teknologi dan berkolaborasi dengan pihak lain. Sementara untuk data pengawasan pembinaan sendiri belum diserahkan kepada Presiden sebagai laporan. Kedua, alasan pembangunan sistem informasi pada tahun 2019 diperkuat dengan strategi nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun  2019-2020. Pengembangan sistem informasi pengawasan dapat diakses melalui situs website lhp.sistemdatabase.online. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sistem mengalami kelemahan sehingga sistem informasi pengawasan (SIP) belum dapat di akses dengan baik oleh seluruh Inspektorat Provinsi se-Indonesia.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Revolusi industri 4.0 dalam Roblek,dkk.2016 mencakup; cyber-physical system, the Internet of Things(IoT) and the internet of services sehingga terjadi komunikasi tidak hanya pada manusia dan manusia tetapi manusia kepada mesin. Secara tidak langsung memberikan dampak perubahan secara signifikan terhadap berbagai aktivitas sebagai otomatisasi digital secara penuh. Organisasi sektor publik dianggap mampu untuk beradaptasi terhadap ruang dan waktu agar terjadi efesiensi anggaran. Efesiensi juga dilakukan dalam penyelenggaraan pengawasan pada pemerintah pusat dan daerah. Presepsi Li, Meng Hao dan K, Freeney, 2014 mengungkapkan  dalam manajerial organisasi, seperti kendala personil dan sentralisasi dapat dilakukan organisasi melalui adopsi layanan elektronik untuk menanggapi permintaan masyarakat dalam layanan elektronik. Efesiensi penggunaan anggaran tersebut perlu dilakukan pengawasan. Sistem pengawasan yang terintegrasi dengan pemerintah daerah menjadi pilihan terbaik dalam melakukan pengembangan desain sistem informasi agar dapat terintegrasi dengan pemerintah daerah. Seperti yang disebutkan oleh Kagermann, 2013 menyebutkan bentuk integrasi yakni integrasi horizantal, intregrasi vertikal dan integrasi end to end. Pada kategori integrasi horizontal, dapat megungkapkan kerjasama dengan rekanan, pihak ketiga, pelanggan, penyedia untuk dapat menerapkan teknologi informasi. Kedua, integrasi vertikal dimaksudkan pengembangan teknologi dapat berintegrasi dalam penerapan sistem informasi yang besifat fleksibel dan modular. Ketiga, integrasi end to end dengan adanya penambahan pada nilai produk. 
Selanjutnya, Jan A Pfister, 2009 mengungkapkan yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil dari suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bagi pencapaian tujuan organisasi dalam hal efektivitas dan efisiensi kegiatan. Melalui keandalan pelaporan internal dan eksternal, dan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan internal yang berlaku. Berdasar penelitian Almalki, 2014 dalam “A Framework For E-Government Success From The User’s Perspective”. Keterbukaan terhadap perubahan berpengaruh pada sikap terhadap penggunaan teknologi sehingga sikap dan perilaku sangat ditentukan. Niat perilaku dalam pengembangan dan keterbukaan terhadap perubahan berpengaruh pada sikap terhadap penggunaan teknologi dan informasi yang kemudian memberikan implikasi terhadap kemajuan e-government. Selanjutnya, hasil penelitian disertasi Sentosa, Maliki ditahun 2016 tentang Strategi “Pengembangan Sistem Audit Internal Pemerintah Dalam Tata Kelola Pemerintah yang Baik” mengungkapkan peran dari peraturan sangat penting digunakan sebagai pedoman pengawasan yang berjalan agar efektf. Salah satu faktor utama efektivitas Internal Audit Pemerintah, yakni adanya mandat regulasi yang cukup. Dan diperlukan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah. 
3. METODE PENELITIAN
Tujuan penelitian ialah menganalisis sistem informasi pengawasan pemerintah melalui kecepatan teknologi dalam menanggapi revolusi industry 4.0. Tahapan dilakukan dengan metode dekskriptif. Deskripsi yang dilakukan melalui penguatan analisis dengan pendekatan kualitatif dan post postivsm melalui studi literatur yang berkaitan. Kemudian dilakukan penyesuaian theory yang secara konseptual menghasilkan ide. Untuk mendukung pembangunan teori dan analisis dilakukan wawancara secara mendalam terkait Sistem Informasi Pengawasan. Terakhir, secara empirik ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan sistem informasi pengawasan. Dengan menggunakan unit analisis pada Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Makassar. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dipilih sebagai pemberi informasi dari pusat. Sementara, Provinsi Makassar melakukan adopt terhadap sistem yang serupa guna mempermudah tindaklanjut hasil pengawasan dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penciptaan teknologi yang terbarukan dalam penggunaan kecepatan internet dapat dimanfaatkan oleh sektor publik atau disebut sebagai E-Government. Tujuan penciptaan e-government adalah terdapat transparansi dan komunikasi pemerintah. Pemanfaatan teknologi dalam sektor publik adalah sebagai wujud menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Dari lembaga pengawasan terdapat sistem informasi pengawasan. Sistem informasi pengawasan yang telah dibangun dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Alasan pembangunan sistem pengawasan diperkuat dengan arah kebijakan stranas PK dengan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Sistem pengganggaran berbasis elektronik bertujuan terwujudnya introperabilitas. Sehingga dilakukan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan ditahun 2018 berdasarkan data Itjen Kemendagri, terdapat empat evaluasi yang dilakukan sehingga perlu dilakukan pembangunan terhadap pembinaan dan pengawasan yakni; (1) terdapat fokus perencanaan dan pengawasan belum inline dengan fokus RKPD, (2) data awal pengawasan sulit diperoleh (e-data), (3) ikhtisar pembinaan dan pengawasan belum disusun kepada presiden, (4) data hasil pengawasan belum terintegrasi. Dalam profiling Itjen semester I tahun 2018 menambahkan keseluruhan provinsi se-Indonesia modus yang sering muncul adalah temuan atas laporan pertanggungjawaban yang setiap tahun terjadi temuan yang berulang. Kemudian pemasalahan yang terjadi adalah pada mekanisme atas hasil temuan Itjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi melakukan tindaklanjut hasil temuan datang secara langsung untuk menyerahkan bukti dukung atas hasil temuan. Secara tidak langsung, belanja Negara pada perjalanan dinas terjadi penambahan biaya, berikut dengan berkas atau dokumen yang dibawa sebagai bukti yang tidak sedikit. Selain itu, fungsi APIP sebagai verifikator atas hasil temuan belum berjalan dengan baik dikarenakan belum ada legalitas formal dalam hal pengaturan. Karena secara manual, dilakukan oleh staf sekretariat sebagai admin penyelesaian temuan. Memerlukan proses yang berbelit sebagai pengendali sistem. APIP tidak secara langsung melakukan approval atas hasil temuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut dibangun sebuah sistem informasi pengawasan. Sistem tersebut dapat diakses melalui akun resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan dapat diakses langsung melalui alamat lhp.sistemdatabase.online. Sistem informasi ini bersifat top-down dalam penyelenggaraan penyebaran informasi. Keterbukaan informasi secara formal tidak harus dapat diakses langsung oleh masyarakat akan tetapi, dapat digunakan antar lembaga/kementerian dan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Masyarakat bukan menjadi customer sebab sistem infromasi ini bersifat rahasia bagi kelembagaan publik.  Perbaikan terhadap sistem perlu dilakukan dalam kurun waktu setahun dari tahun 2018 hingga tahun 2019 masih terjadi gangguan. Untuk menjawab integrasi antar pemerintah pusat dan daerah serta bentuk komunikasi pemerintah yang diharapkan. Rencana desain terbaru dalam pengelolaan sistem informasi pengawasan adalah sebagai berikut: 
Gambar.1 Rencana Desain Sistem Informasi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 


Diolah Penulis, 2019
Dalam  flatform pembaharuan sistem informasi pengawasan. Secara proses dalam komunikasi pemerintahan disebut dalam Ulber Silalahi, 2004 komunikasi internal dilakukan antara atasan dan bawahan yang saling berinteraksi dalam hubungan kerja guna efesien dan efesiensi. Berdasarkan gambar diatas, situs website dapat diakses oleh semua satuan kerja baik pusat maupun daerah provinsi seluruh Indonesia. Tujuan dari skema yang berikan, penyedia dalam hal ini disebut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dapat  memberikan beberapa hasil seperti;  (1) data dan informasi atas hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh provinsi se-Indonesia dan seluruh satuan kerja dalam pemerintah pusat, data berisikan temuan keuangan ataupun temuan secara administrasi yang tercantum dalam urusan per obrik. (2) hasil temuan atau audit dapat berbasis resiko atas temuan agar tidak terjadi temuan yang sama. (3) dapat menyelesaikan kode temuan/saran/rekomendasi dengan Inspektorat daerah. (4) adanya TLHP online yang secara otomatis dapat memberikan data real time. (5) dapat dijadikan sebagai ikhtisar hasil pengawasan yang dapat dilaporkan secara transparansi kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden.  Hal yang terpenting adalah terjalinnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui sistem informasi pengawasan. 
Selanjutnya dalam hasil penelitian yang dilakukan secara empirik dan wawancara, kelemahan sistem terjadi ketika server down sehingga customer yang dalam hal ini adalah satuan kerja pemerintah pusat dan seluruh provinsi se-Indonesia belum menggunakan website secara maksimal. Keluhan yang disampaikan adalah dan belum terdapat analisa terhadap temuan yang memungkinkan terjadi temuan yang sama. Hingga Oktober 2019 tampilan situs yang telah dibangun, tidak dapat diakses dengan baik.  Dapat diakses melalui sistem.database.onlin seperti gambar berikut:
Gambar.2 Situs Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal
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Gangguan dari sistem sering terjadi diakibatkan penyedia layanan pada pihak ketiga memiliki masalah pada jaringan. Hal ini mengakibatkan customer belum dapat secara sempurna memberikan tindaklanjut atau hasil. Mekanisme yang hampir sama, Inspektorat Provinsi Makassar juga membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan inspektorat Kabupaten dan Kota. Sementara waktu, berdasarkan wawancara yang dilakukan sistem informasi pengawasan masih beberapa perlu dilakukan perbaikan. Namun, tujuannya sama yakni mempermudah jarak dan waktu penyelesaian hasil temuan dengan daerah Kabupaten dan Kota yang berjauhan secara jarak dengan kantor Inspektorat Provinsi sehingga tidak perlu dilakukan secara manual oleh Inspektorat Daerah. Sistem informasi pengawasan Inspektorat Provinsi Makassar dapat diakses pada situs tlhp.sulselprov.go.id. Dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar. 3 Sistem Informasi Pengawasan Provinsi Makassar
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Penggunaan situs pada Sistem Informasi Pengawasan Provinsi Makassar terdapat perbedaan yakni, dapat diakses melalui akun sehingga secara langsung Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Inspektorat Provinsi, OPD provinsi dan Lembaga Pemeriksaan  dapat melihat secara langsung hasil tindaklanjut pemeriksaan. Secara langsung pelaporan berrsifat transparansi terhadap pimpinan.
5. KESIMPULAN
Pengembangan sistem informasi pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri dianggap perlu dilakukan perbaikan. Mengingat keterbukaan atas informasi dan menanggapi tantangan revolusi industri 4.0. Ada beberapa kelemahan dan hambatan yang terjadi pada Sistem Informasi Pengawasan yakni:
1. Regulasi tersedia mendukung sistem informasi, secara legalitas penguatan pengembangan untuk dapat melakukan verifiakasi atas hasil temuan yang telah dilakukan oleh APIP belum ada, sehigga masih terjadi proses yang harus dilakukan secara manual.

2. Terjadi gangguan yang disebabkan penyedia sebagai pihak ketiga. Memungkinkan kesalahan penyedia layanan pihak ketiga sebagai faktor  kelemahan atas sistem tersebut sehingga situs sistem informasi tidak dapat diakses.

3. Ketersediaan Anggaran, dalam penyerapan anggaran perbaikan sistem dapat dilakukan dikarenakan dukungan anggaran tersedia.

4. Belum tersedianya  SOP tentang Sistem Informasi Pengawasan, secara sederhana tersedianya SOP adalah bentuk baku yang dipersiapkan agar mekanisme dapat berjalan.

5. Jaringan pada setiap Inspektorat Daerah belum secara keseluruhan baik.

Sistem informasi pengawasan telah berjalan dengan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi yang tersedia. Dampak positif yang sudah dilakukan ialah penghematan waktu dan mempercepat penyelesaian temuan. Dengan begitu, terjadi efesiensi anggaran karena tidak perlu datang secara langsung Inspektorat Provinsi maupun satuan kerja di lingkungan Kemendagri. Terjadinya komunikasi pemerintahan secara internal dalam pembentukan tata kelola menjawab tantangan atas revolusi industri 4.0. Tantangan unik untuk komunikasi yang efektif, akan tetapi tekanan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu menjadi perbaikan sistem informasi selanjutnya. Dan penulis menyarankan agar sistem informasi pengawasan tetap dilakukan perbaikan karena penting karena dapat meningkatkan efesiensi. 
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